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KATA PENGANTAR


Segala Puji bagi Allah, Tuhan Yang Maha Esa karena atas Rahmat dan Karunia-Nya, Laporan Kinerja  Kecamatan Tepus  Tahun 2016 dapat diselesaikan untuk memenuhi ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).


Kepemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance) yang didukung manajemen kinerja yang akuntabel sudah merupakan tekad pimpinan instansi pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah. Sejalan dengan era globalisasi yang banyak membawa perubahan yang strategis, memberi pengaruh kepada masyarakat yang semakin kritis dengan berbagai tuntutan, terutama kepada para pengelola negara untuk menjalankan tugasnya secara bertanggung jawab, bersih transparan, dan akuntabel.


Akuntabilitas kinerja merupakan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik. Dalam hubungan ini, diperlukan evaluasi kinerja yang baik untuk mengetahui sejauh mana pencapaian hasil bisa optimal serta cara-cara yang digunakan untuk mencapainya.


Akuntabilitas dalam bentuk laporan dapat mengekspresikan pencapaian tujuan melalui pengelolaan sumber daya suatu organisasi karena pencapaian suatu tujuan merupakan salah satu ukuran kinerja individu maupun unit organisasi yang akan terlihat jelas pada pencapaian sasaran.


Tujuan dan sasaran tersebut dapat dilihat dalam rencana stratejik organisasi, rencana kinerja, dan program kerja tahunan, dengan tetap berpegang pada Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja).


Laporan Kinerja  Kecamatan Tepus  merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang telah digariskan, dan kebijakan operasional dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

Laporan kinerja ini juga sebagai umpan balik untuk melakukan perbaikan dalam perencanaan, terutama sebagai input bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan prima kepada masyarakat.


Laporan ini diharapkan juga dapat dipergunakan sebagai salah satu bahan evaluasi yang objektif atas penyelenggaraan Pemerintahan oleh stake holders yang berhak dan berkepentingan dalam menilai kinerja dan pertanggungjawaban Kepala SKPD.

Wonosari,                               2016
CAMAT TEPUS,

SUKAMTO, S.IP
NIP 196507201986031012
RINGKASAN EKSEKUTIF
Laporan Kinerja SKPD Kecamatan Tepus Tahun 2016 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan sumberdaya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagai konsekuensi pelaksanaan manajemen kinerja dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

LKj IP ini merupakan capaian kinerja (performance results) sesuai dengan rencana kinerja (performance plan) tahun 2016 yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD Nomor 41/KPTS/2015 sebagaimana telah diubah  dengan Keputusan Kepala SKPD Nomor 27/KPTS/2016
LKj IP ini disusun dengan melakukan analisis dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauhmana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian indikator kinerja utama (IKU) SKPD yang telah dicanangkan pada tahun 2015 telah berhasil dicapai.
Dari  Tiga ( 3 ) IKU Kecamatan Tepus  tahun 2016, kinerja yang dicapai menunjukkan bahwa, semua IKU dapat tercapai dengan kategori  sangat berhasil . Keberhasilan capaian IKU SKPD merupakan hasil dari upaya-upaya SKPD, juga berkat dukungan dan partisipasi seluruh komponen masyarakat baik swasta maupun masyarakat pada umumnya yang berkepentingan secara integral dan sinergi dalam memenuhi program-program SKPD pada tahun 2016. 

Untuk mengoptimalkan capaian sasaran dan mengantisipasi perubahan  yang  akan terjadi pada masa mendatang perlu ada langkah kebijakan teknis/operasional untuk memantapkan kebijakan agar tujuan dapat terlaksana sehingga misi SKPD dapat dilaksanakan/dicapai sebagai upaya untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan. 

Adapun langkah-langkah kebijakan teknis/operasional yang diupayakan yaitu:

1. Memanfaatkan pegawai yang ada secara optimal untuk pelaksanaan tugas-tugas dalam rangka penyelesaian pekerjaan; 

2. Mengupayakan adanya koordinasi dengan Dinas Instansi dalam rangka mensinergiskan program-program pembangunan;

3. Memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada serta menganggarkan pembelian sarana dan prasarana demi kelancaran pelaksanaan tugas;
4. Mengikutkan pelatihan-pelatihan bagi aparatur Desa untuk meningkatkan pengetahuan sesuai bidang ketugasannya;
5. Mengoptimalkan sistem dan prosedur Pelayanan;
6. Mengadakan kerjasama dengan pihak ke tiga dalam pengelolaan potensi sumber daya alam yang ada;
7. Mengoptimalkan pendampingan dan monitoring kepada Desa dalam hal penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
8. Meningkatkan ketertiban masyarakat dengan prioritas Desa rawan kejahatan/ kriminal. 

Prasyarat keberhasilan implementasi kebijakan, program, dan kegiatan masa depan adalah meningkatkan aparatur yang profesional serta dapat dipercaya  masyarakat melalui penataan SDM aparatur yang berkesinambungan berdasarkan kualifikasi dan kompetensi jabatan sesuai dengan beban kerja masing-masing SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) serta adanya perilaku kinerja aparatur yang dapat bekerja ”tuntas” berdasarkan norma hukum, etika birokrasi pemerintah, dan berbasiskan manajemen kinerja sehingga bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Hal ini akan memantapkan dan memperkuat modal sosial dengan ciri adanya kepercayaan (trust) masyarakat pada Pemerintah.
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